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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG
Nomor f/¢ Tahun 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA AN PENDIDIKAN
NON FORMAL INFORMAL POS Pl NDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MUTIARA KOTA PANGKALPIN ANG

Membaca - Sural ['umuimn;m [ﬂurpymlul.g‘nl] 1Zin peny clcﬂggdl'uun
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. HARTINI
selaku Pimpinan POS Pendidikan anak Usia Dini MUTIARA
Pangkalpinang tanggal 02 Juni 2014 beserta lampirannya.

Menimbang .2 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang
Nomor: 066 Dindik /PNFI/2013. Tanggal 18 Januari
2013 tentang perpanjangan 1zin Operasional POS PAUD
MUTIARA
b Bahwa berdasarkan laporan Tim Penelit Dinas
Pendidikan Kota Pangkalpinang tanggal 6 Juni 2014
Nomor 800 / 2059 / Dindik / VI / 2014 kepada POS
PAUD MUTIARA tersebut dapat diberikan izin
penyelenggaraan Pendidikan:

oo Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan POS PAUD
MUTIARA Pangkalpinang dapat diberikan dalam batas-
batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Mengingat I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091, Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 ( Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja
dalam lingkup daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai
UUndang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821):

2. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
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[00u (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 19949
Nomor 169, tambahan Lemburan  Negird ftepubilik

Indonesio Nomor 1RQ0)
SO0 tentng Sisten

Negarn  Republik
| armbuhan Lemburan

[ndang-Undang Nomor 20 Faliun
Pendidikan  Nasional — (Lembaran
Indonesia Tahun 2003 Nomor /8

Negarg Republik Indonesio Nomor 4 )
Uindang-Undang — Nomo (2 pahun 2001 lentiang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (1 embiun

Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 N””"". i
lambahan Lembaran Negara |{.,-|mh!ik [nddonesiin Moo
%233):

1 I”'-h"lt.'. |-|[1|\|““F. ?\'l”]“” } 2 | nll"”“ 'l“.'l I L'll]t“ll‘.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
lahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesiy Nomor  4437) sebagawimana  telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )

Undang-undang  Nomor 33 tabun 2004 tentang

Perimbangan  Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan
Pemerintab  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157);

Perauran  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin - Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2007 Nomor 82, Tambahan |embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737):

Pcmlum Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Urgams?aai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan | embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan  Pemerintah Nomor 73 lahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 199]
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3460);

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Pemuda  dan  Olahraga Nomor: Kep-110/E/MS/1999
tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus:

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 24 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota  Pangkalpinang  (Lembaran  Daerah  Kota
Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 07):






